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ABSTRAK

Nazaela Nurul Aini. Ratio decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap
Kepastian Hukum Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah
Syar’iyyah (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-
XX11/2024). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan kepastian hukum dalam pengaturan
delik pencemaran nama baik dan ujarankebencian dalam Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik, kKhususnya tg asa “orang lain” dan “suatu hal” yang
berpotensi menimbulkan multitaf patasi kebebasan berekspresi. Penelitian
ini bertujuan untuk mengana i hakim dalam Putusan Mahkamah
3 palisis perlindungan badan hukum
dalam putusan terseb gh syar’iyyah. Penelitian ini
menggunakan metog . perundang-undangan dan
pendekatan kas pustakaan dan dianalisis

menunJuk‘kan bahwa- ratio  decide \kamah Konstitusi
a terciptanya Kkepastian hukum yang @ 2lalui  penafsiran
rsyarat‘terhadap norma UU ITE. sMahkamah asi makna frasa
; 1ngga | tidak mencakup lembaga pemenntah seke k orang dengan
identitas itu, institusi, korporasi, profesi, maupun jabata “suatu hal”
dimaknai gai suatu perbuatan yang merendahkan kehorm atau nama baik

seseorang batasan tersebut bertujuan mencegah Kriminalisas adap kritik yang
sah dan a keseimbangan antara perlindungan kehormatan i dan kebebasan
alam perspektif siyasah syar’iyyah, putusan ter selaras dengan

berekspre
prinsip K rikan kepastian
encegah over-
hukum melalui
hukum dapat
kum pidana.

kum, UU ITE,

an (al-‘adl) dan magslakah mursalah karena
ek yang dapat menjadi korban pencemaran nama
, serta tetap memberikan perlindungan hukum bagi
kum perdata. Dengan demikian, perlindungan
ara proporsional tanpa harus menggunakan instru

i Ratio decidendi, Mahkamah KOhStItUSI , Kepastia
‘iyyah.




ABSTRACT

Nazaela Nurul Aini. The Ratio decidendi of Constitutional Court Judges on Legal
Certainty in the Protection of Electronic Information and Transactions from the
Perspective of Siyasah Syar’iyyah (A Study of Constitutional Court Decision Number
105/PUU-XX11/2024). Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program,
Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2026.

This research is motivated by the |
and hate speech offenses under
particularly concerning the phra,

e of legal certainty in regulating defamation
onic Information and Transactions Law,
ns” and “a matter,” which may lead to
multiple interpretations and r ssion. This research aims to analyze
the ratio decidendi of theg4 urt Decision Number 105/PUU-
XXI11/2024 and exami i om the perspective of siyasah
syar’iyyah. This re method using a statutory
approach and a
and analyzed

y usmg doctrlnal and critical-no
that the Const1tutlona1 Court £ ratlo i is oriented toward

at it does not include government 1nst1'tut10ns s with specific
utions, corporations, professmns or posmons Th se “a matter” is
n act that undermines a person’s honor or reputat hese limitations
he criminalization of legitimate criticismand main alance between
f individual dignity and freedom of expression. F e perspective of
ah, the decision is consistent with the principles ce (al- ‘adl) and
alah because it provides legal certainty regarding bjects who may
ms of defamation, prevents over-criminalization maintains legal
egal entities through civil law mechanisms. There he protection of
n be provided proportionally without necessarily r on criminal law

* Ratio decidendi, Constitutional Court, Legal
d Transactions Law, Siyasah Syar’iyyah.

nty, Electronic
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kedudukan Indonesia sebagai
ayat (3) UUD NRI 1945 mengimpli

serta memenuhi hak asasi seluru

ra hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1

ajiban negara untuk menjamin, mengayomi,
konteks tersebut, Pasal 28E ayat (2) dan
(3) UUD NRI 1945 men i sebagai hak konstitusional yang
paikan gagasan sesuai nurani.
Perlindungan terh dasan fundamental, tetapi

tas hak asasi manusia.

gkapkah"dlerr.-John W.‘.‘John_éo.ni.nega dapat dianggap

L. rd \‘ - “,
media mempertahankan kebebasan Pengel endapat secara
ski demikian, kebebasan berpendapat tidal;'dapét dijal cara tanpa batas.

2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan h etap tunduk pada

ang-undang demi. menghormati hak orang lain serta a standar moral,

nilai agal manan, dan ketertiban umum.

entasi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi ut salah satunya
si dan Transaksi
r 1 Tahun 2024.2

perkembangan

alui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang |

ITE), yang kini telah diperbarui lewat Undang-Undan

egulasi ini merupakan bentuk respons terhadap p
teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah pola interaksi masyarakat dalam ranah

onomi. Pengaturan yang berl

ketiadaan kontrol .

hukum internasional
Dalam bukunya yang terkenal "On Liberty" (1859), John Stuart Mill menyatakan bahwa hak
asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan berpendapat. Dia berpendapat bahwa
pendapat atau ide yang diucapkan tidak boleh dibatasi atau disensor kecuali jika mereka dapat

! Muhammad Irfan Pratama and Abdul Rahman, “Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media
Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Qawain Jurnal Hukum 3, no. 1 (2022): 1-16.
2 Andi Hamzah, Hukum Pidana Di Bidang Komputer (jakarta: Sinar Grafika, 1987).
8 Fadil Mas et al., “Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital”
2, no. 2 (2025): 235-46.
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menyebabkan bahaya yang langsung dan spesifik.4 Di era digital, disinformasi juga dikenal
sebagai penyebaran informasi palsu dengan sengaja telah menjadi senjata utama dalam rekayasa
sosial. Orang-orang yang berpartisipasi dalam upaya ini secara sengaja menyebarkan informasi

yang salah atau tidak akurat. Hal ini dapat membingungkan orang, memengaruhi cara mereka

| 45 ayat (4) serta t (2) jo. Pasal 45A ayat (2).
Kendati diranca melihara ke.tertiban;di- ruang sib enangi norma kebebasan
yang selaras indunggﬁ héfkét martébgt inl:iiyidu, ket enuai polemik. Para
kritikus m usannya E:éndgrixhé kabur, be;luh‘sféakupan, da enjamin kepastian

membhi«i celaﬁ kriminalisasi terhédép aktivis mau gkritik kebijakan

: .

jian konstitusionalitas atas norma-norma UU ITE
stitusi melalui Perkara Nomor 105/PUU-XXI1/202
kspresi, Mahkamah menerapkan pengujian tiga taha

m menilai batas

meliputi aspek

ibed by law), tujuan yang sah (legitimate aim), serta pr nalitas (necessity

and pro ality). Melalui amar putusan konstitusional b
), Mahkamah menyatakan Pasal 27A UU ITE bertenta
1945 se frasa “orang lain" dimaknai mencakup entitas no

t (conditionally
engan UUD NRI
idu. Pendekatan

penafsiran ini diterapkan untuk mempertahankan eksistensi norma sekaligus menanggulangi

mencederai prinsip lex certa

lanjut, Mahkama wahi bahwa perumusa

abstrak yang tidak
oleh Mahkamah K

konstitusional warga negara, khususnya dalam mengkritik pejabat maupun lembaga publik.

, pembatasan subjek hukum

atif untuk mengayomi hak

Konstruksi pemikiran Mahkamabh ini selaras dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023

mengenai pencemaran nama baik secara lisan yang mengecualikan lembaga pemerintah dan

4 John Stuart Mill, On Liberty (New York: Barnes & Noble Books, 1859).

5 Desember And Bahram, “Sentri : Jurnal Riset Ilmiah.”

6 Revania Fedira et al., “Judicial Review Pasal Karet UU ITE : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
No . 105 / Puu-Xxii / 2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara,” Media Hukum Indonesia 3,
no. 3 (2025): 592-98.
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kelompok orang sebagai subjek korban. Adanya rekonseptualisasi ini menandai
ketidakselarasan regulasi yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum dalam masa transisi
antara UU ITE dan KUHP terbaru.” Pertimbangan hukum tersebut kemudian dimanifestasikan
ke dalam amar putusan yang meredefinisi serta membatasi makna klausa "orang lain" dan "suatu

hal". Lebih lanjut, Mahkamah menetapk wa kualifikasi delik penyebaran kebencian harus

ditafsirkan secara ketat, terukur, dan
UUD NRI 1945.
Berdasarkan ketentua

demi menjaga keselarasan dengan ketentuan

NRI 1945 mengenai kewajiban

penghormatan hak as atuhan atas batasa ndang, Mahkamah Konstitusi

menegaskan bahw an kebebasan berekspresi s rupakan instrumen untuk
.

mengayomi h sional warbp.negara; khususnya dar yang diskriminatif.

Mahkamah apat bahwa kritik terhadap. Iemb‘agg. negar apat dipidanakan

abstrak“térsebu‘t"tidak memiliki k8n§ep harkat da
Oleh Karena itu, Putusan Nomor 105/PUU-XXI1/202

dalam pe hukum digital di Indonesia dengan menetépkan bahw

baik yang setara
liki nilai strategis

pembatasan hak

ib memenuhi kualifikasi kepastian hukum, tujuan sah, dan asas

hargali kebebasan berpikir dan berbicara. Ke
pendapat berarti bahwa setiap orang memiliki ke

en tentang semua hal di sekitarnya. Bagian terp dari kebebasan

h kebebasan berpendapat mengemukakan ggendap riyyat al-ra'y).
endapat sangat penting jika kita ingin menye i j

um Islam, yaitu bahwa

setiap orang diwaj kan apa yang benar dan
menghindari apa yang salah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024 yang mempertahankan norma
multitafsir dalam UU ITE dinilai kurang selaras dengan prinsip siydasah syar'iyyah, lantaran

berpotensi memicu ketidakpastian serta ketidakadilan pada penegakan hukum kebebasan

" Cecep BSujapar et al., “Penauh Politik Hukum Tehadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik
Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik™ 5, no. 2 (2022): 122-32.

8 Jurnal Hukum And Pidana Islam, “Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan
Argumentasi L Perspektif Hukum Islam” 4 (2018).
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berekspresi di ruang digital. Melalui putusan ini, Mahkamah menggarisbawahi bahwa klausa
"orang lain" tidak melingkupi entitas non-individu seperti korporasi maupun instansi pemerintah,
sehingga subjek-subjek tersebut dikecualikan dari perlindungan delik pencemaran nama baik.°
Menurut siyasah syar‘iyyah, kebijakan hukum negara seharusnya ditujukan untuk
mencapai kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dan mencegah kemudaratan (dar' al-

mafasid), sehingga tidak ada ruan yalahgunaan kekuasaan yang berdampak

negatif pada masyarakat. Prinsi alah) dan kepastian hukum sebagai
snya dalam menjaga akal (hifz al-
‘agl) dan kehormatan ngan pembatasan kebebasan

roporsional. Akibatnya, ap bahwa keputusan a

quo belum a mem_enl:ﬁn': prinsip;:siffasah sya ang menempatkan

hukum se t untuk melindungi hak, inénb\ipiakan kea memungkinkan

untuk m an kemaslahatan umum bagi mas}?aralj(at.'"

latar belakang di atas, peneliti tertarik: untuk me lebih mendalam

kum '(ratio decidendi) hakim Mahkamah Konstitusi dal njamin kepastian

gan informasi dan transaksi elektronik melalui tinjal dasah syar’iyyah.

sebut disajikan dalam skripsi berjudul **Ratio decide kim Mahkamah
dap Kepastian Hukum Perlindungan Informasi da saksi Elektronik
sah Syar’iyyah (Studi terhadap Putusan Mahka nstitusi Nomor
2024)".

B. Rumus salah} : -

Iatgr'belakang pembahasan di atas, ‘mak

Nomor 105/Puu-Xxii/2024

C. Tujuan
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai
berikut :

® Fuady Abdullah, “Prespektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam
Pengambilan Kebijakan Pemerintah.”Jurnal El-Dusturie, 2 (2022).
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1. Mengetahui Ratio decidendi Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
105/PUU-XXI11/2024.

3. Mengetahui bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap perlindungan
perlindungan badan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-
XX11/12024

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, peneli dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu h Tata Negara mengenai eksistensi
Mahkamah Konsti I quasi-legi konteks restriksi kebebasan
v ini m literatur hukum terkait
st. Dengan demikian,

demis, tetapi juga

TN
san te,o?itls bagl riset-riset selanjutn)@ ,.‘ oy
.

war

Praktis ota
raktis, penelitian ini diharapkan dapat menj'adi bahan

bagi pembentuk
ang, khususnya DPR dan Pemerintah, dalam merumu
proparsional, serta berorientasi pada penghormatan h

i dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum—s akim, jaksa, dan

lam memahami ratio decidendi Putusan Mahkamah tusi terkait delik

nama baik serta ujaran kebencian di ruang siber. Penel

i juga diharapkan

nmgkatkan kesadaran hukum masyarakat menge asan kebebasan

dirumuskan
Kejelasan yang .' i Ititafsir, sedangkan dimensi
logis mengisyaral em hukum untuk menghindari
timbulnya pertentangan (normenconflict). Sejalan dengan hal tersebut, Sudikno
Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan atas

keterlaksanaan hukum, kepemilikan hak bagi subjek yang berhak, serta eksekutabilitas
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putusan peradilan. Oleh karena itu, hukum wajib menghadirkan perlindungan, kepastian,

dan ketertiban guna mewujudkan tujuan hukum secara mutlak.*®

Kepastian hukum merupakan pijakan mendasar bagi suatu negara dalam

mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan. Mengutip pandangan Sudikno

Mertokusumo, kepastian hukum rikan jaminan bagi setiap individu untuk

memperoleh hak yang diperhi ituasi tertentu, sekaligus membentengi para

di Hakim Mahkamah
atasi makna frasa

k pada individu

Pembatasan ini bertUJuan untuk meredu'kél amblgm am perlindungan
an transaksi elektronik, sekaligus menceéah terjadin

flict) dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2026. Teori i

tentangan norma

jadi dasar untuk

gaimana hakim Mahkamah Konstitusi menggu tiga bagian tes

n oleh undang-undang, tujuan yang sah, kebutuhan

roporsionalitas)

buat standar yang jelas tentang pembatasan keb berekspresi di

gai fondasi normatif dalam

bijakan atau putusan negara.
Kerangka ini sekaligus menjadi tolok ukur dalam mewujudkan harmonisasi antara

kebebasan individual dan penegakan ketertiban masyarakat. Menjelaskan tentang

10 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999).

11 Sudikno Mertokusumo.

12 Muhammad Iqgbal, Figih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (jakarta: PT. PrehnandaMedia
Group, 2014).
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beberap
tesis de
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kebebasan menyuarakan dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, perlu juga
untuk memberikan definisi Siyasah secara terminologi dalam hal ini.

Dalam beberapa literatur, istilah "siyasah™ dihubungkan dengan "siyasah
syar'iyyah." Ini berarti bahwa kata "siyasah" bukan istilah tunggal, tetapi juga dapat

dihubungkan dengan "siyasah syar'iyyah". Siyasah syar‘iyyah diartikan sebagai tatanan

hukum yang mengelola urusan ke aan serta mengorganisasi kemaslahatan publik

agar selaras dengan spirit, ip-prinsip universal demi mewujudkan

teknis mengenai regulasi ini tidak

perti )11fz aI-an (perllndungan an'@?) d‘au hifz a ormatan).

g Relevan" ol .

s
Be an pada hasil penelusuran literatur, menunju ahwa terdapat

litian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sum erti skripsi dan

kus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan t p penelitian ini:

1.1 Tabel Penelitian Yang Relevan

No

| Penelitian Hasil Penelitian Pe dan

- Pe

Ratio

decidendi

terkait kepastian

Ayat (3) ~ber‘sal hukum UU ITE
Undang Nomor 19 berdasarkan dalam konteks
Tahun 2016 Pasal  27(3) perlindungan
Tentang Ite (Studi uu ITE, informasi
Putusan No. meskipun elektronik.

13 Ali ahmad al-nadwi, 4I- Qawa’id Al- Fighiyah (Damaskus: Dar al-qalam, 1994).
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46/Pid.Sus/2021/Pn bertentangan Perbedaan
Plp). dengan SKB Tingkat
pemerintah pengadilan (PN,
yang bukan MK);
i tidak  spesifik
putusan
105/PUU-
XXI11/2024 dan

)

Ratio “;‘ |

menekankan

independensi MK  secara
kehakiman, Perbedaan :
implikasi pengawasan
‘pengawasan MK,  bukan
melemahkan p ITE atau
tersebut me 105/PUU-

interpretasi kasus.

MK menolak j

review P

945, kepastian hukum
mempertahankan informasi
kriminalisasi elektronik.

tanpa perspektif

an  :  Metode
atio decidendi

14 Zhafir Galang Arissaputra, “Analisis Yuridis Ratio decidendi Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp”
(Universitas Brawijaya, 2022).
15 Tiara Ika Saputri, “Ratio decidendi Hakim Mahkamah Dalam Putusan Mahkamah,” 2024.
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distribusi konten

ilegal elektronik.

Penelit
menunjukk
bahwa
perlindungan -
kebebasan
‘ berpendapat
| (hurriyyat al-r
, erat kaitannya
| dengan hifzh a
~(menjaga akal
Aturan hukum
restriktif dan

gagal mewujuc
maslahat karena

Perbedaan
Putusan spesifik
Pasal 32/48
(bukan
105/PUU-
XX11/2024);
tanpa perspektif
siyasah

syar’iyyah.

Penelitian
tersebut
mengkaji
kebebasan

berekspresi

6 Ahmad Royhan, “Kebebasan Berekspresi Dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Figh Siyasah

Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syar’iah,” Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif 2

(2025): 49.



41

secara umum
dalam sistem
demokrasi
makro,

sedangkan

skripsi ini fokus
pada ratio
decidendi
Putusan MK

0. 105/PUU-

. Menjelé.skan
Warga | dari  sudut pa
if Siyasah | siyasah  dustu
‘produk hukum

gan antara

y san ekspresi
pidana
engan

memenuhi

! an hak asasi
| kejelasan  (lex

| Ketidakpastian

d‘elik' pencem

enelitian terdahulu
menggunakan kajian
umum siyasah
dusturiyyah terhadap
kebijakan legislasi,

sedangkan skripsi ini

7 Fadhilatul Husni, “Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif,” Jurnal
Ijitihad 36 (2020).
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menganalisis gap tiga
prinsip khusus (al-
‘adl, as-syura,
maslahah) terhadap

amar putusan MK.

evansi dan pentingnya penel i pada kontribusi

iIij Hukum'lslam konstitus i al, serta praktis
pembe‘htukrUU (DPR/Peme umuskan norma
oporsional, dan berbasis S at, mencegah
inalisasi kritik publik.

G. Metode

I berpusat pada Putusan
Mahkamah
decidendi haki
ketentuan UU ITE.

snya dalam membedah ratio

al kebebasan berekspresi pada

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan

perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum dalam UUD
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NRI 1945 dan UU ITE guna memahami konstruksi hukum yang berlaku. Sementara itu,
pendekatan kasus menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-
XX11/2024 sebagai objek kajian utama untuk menganalisis pertimbangan hukum (ratio
decidendi) hakim, sehingga dapat diketahui bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan

diterapkan secara konkrit. Kombinasi kedua pendekatan ini menghasilkan analisis

ata yang bersifat otoritatif serta

i, bahan hukum primer yang

autoritatif yang

rdiri dari:

donesia Tahun
dalam sistem

ukum Indonesia.
ndang -Undang Nomo 2003 tentang

annya tentang

ahkamah Konstitusi
ahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Informasi ransaksi Elektronik (UU
ITE) khususnya pasal-pasal

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai teori,

pendapat hukum (legal opinion), dan doktrin yang bersumber dari jurnal
ilmiah, hasil penelitian, artikel akademis, serta literatur lain yang relevan.

Keberadaan bahan hukum sekunder ini berfungsi memberikan penjelasan

18 Syekh Muhammad bin Shalih Al ‘u Saimin, Politk Islam, Penjelasan Ki Ab Siyasah Syar iyahIBnu
Taimiyyah (Griya Ilmu, 2019).
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komprehensif atas bahan hukum primer sekaligus memperkuat analisis

peneliti.®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan h dalam penelitian ini dilakukan melalui studi

kepustakaan (library eliti menghimpun bahan hukum primer
omor 105/PUU-XXI11/2024 serta bahan

hukum sekun i undang-undangan, dokumen, dan

khususnya Putusa

arsip ya engan |su .yang dikajr. ahan hukum yang terkumpul

leksi dan, dtklasﬁygaﬂkan se

an penelrtlnn B ol \. |\

Anallsi's data dllakukan secara kuaﬁta‘u‘f me

al dan normatif-kritis.2° Penelitian ini mengguna
s

bergantung pada pemahaman hukum daripada merik. Sebuah

tis sesuai dengan fokus

doktrinal dilakukan untuk melihat bagaimana ke gan Mahkamah
usi menghasilkan putusan yang dibahas. Sebalik

igunakan untuk mengevaluasi apakah rasio decid utusan MK No.

U-XXI1/2024 sesuai dengan prinsip negara m, pemisahan

aan, dan u1| coba tlga baglan yang dlakU| secara sional. Sebagai

H. Sistematika Pe

dan sub

Bab I me latar belakang masalah,

rumusan masalah, erangka teoritis, tinjauan
pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Il menyajikan landasan teoritis yang memaparkan kerangka konseptual dan

doktrinal yang relevan dengan pokok kajian. Bab ini menguraikan teori ratio decidendi,

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, revisi (Jakarta: KENCANA, 2024).

20 Lexy J. Moleong, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2018).
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wewenang Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU ITE pada Putusan Nomor
105/PUU-XXI11/2024, serta konsep siyasah syar’iyyah dan maslahah mursalah sebagai
pisau analisis hukum Islam.

Bab Il menyajikan hasil penelitian dan analisis terhadap Ratio decidendi
Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 105/PUU-XX11/2024.

Bab IV berisi analisis peneliti@n, di mana peneliti menganalisis secara kritis

tentang bagaimana tinjauan siy. h terhadap perlindungan perlindungan

badan hukum pada Putusan omor 105/PUU-XX11/2024

lah dan analisis dari bab-bab

i beserta saran dan kritik




BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 105/PUU-XXI11/2024 secara

hukum yang adil (fair legal certai

r berorientasi pada peningkatam kepastian
kan norma UU ITE, khususnya terkait

delik pencemaran nama baik usuhan. Mahkamah menerapkan

metode penafsiran ko bersyarat Ily constitutional) dengan

atu hal" dalam Pasal 27A

merumuskan restriksi terhadap frasa “orang la

lain™ ﬂjbagasi_,,pq}ﬁé\knaqnnya sklusif pada orang

person), sehingga mendetua.ll'kan.lemb rintah, kelompok

nstitusi, korporasi, profesi, mau‘Bup 1ak5atan. A rasa "suatu hal”
ehormatan atau
28 ayat (2) UU

una mencegah

sebagai pefbuatan yang nyata-nyata merenda

. Selain itu, Mahkamah memperketat penerapan
nsyaratkan kriteria yang terukur dan proporsi

kriminalisa kritik yang sah, serta mengukuhkan delik pencema; ma baik sebagai

ut (klachtdelict) yang penuntutannya mutlak berga ada pengaduan

pribadi kor enataan ini menegaskan komitmen Mahkamah

mengeliminasi

a sekaligus menjaga equilibrium antara hak atas ke tan individu dan

kebebasan presi di ruang digital. —

105/PUU-XXI1/2

entitas badan
sebagai subjek korba
proporsional (proporti
pada hakikat subjek serta bobot kepentingan yang dilindungi, tanpa mereduksi proteksi
pidana bagi individu atas perbuatan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Dari
dimensi asy-syura, tereksklusikannya badan hukum dari jangkauan Pasal 27A membuka
kran partisipasi publik untuk menyampaikan kritik konstruktif serta mengartikulasikan

71
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fungsi pengawasan (kontrol sosial) terhadap lembaga negara, korporasi, profesi, dan
pemegang jabatan, sepanjang tidak bertransformasi menjadi ujaran kebencian atau
kemudaratan. Sementara itu, berdasarkan doktrin maslakzah mursalah, putusan a quo
mendatangkan kemaslahatan melalui penegasan kepastian subjek korban, pencegahan
kriminalisasi berlebihan (over-criminalization) atas kebebasan berekspresi, serta

penyediaan mekanisme proteksi non-pidana bagi badan hukum melalui jalur perdata.

Walhasil, putusan ini tidak mendis erlindungan hukum bagi badan hukum,

melainkan membatasi idana (ultimum remedium) demi
mewujudkan equilibrium orasi, dan publik yang selaras

dengan nilai-nilai konsti

A. Saran

Ber sintesis hasil penelitian dan’pembahasan i ratio decidendi
Mahkamah itusi ‘dalam Putusan Nomor 1OE;IPUU'-XXII/

melalui p

rta analisisnya

a siyasah syar’iyyah, penulis menyadari e Ssi  keterbatasan

penelitian ik dari segi pembatasan fokus kajian maupun man perspektif

teoretis ya gunakan. Berandaskan keterbatasan tersebut, S merumuskan

dasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bah timbangan bagi

para pema pentingan (stakeholders) dalam penataan rejim p

ngan hukum di

ruang digit ususnya terkait implementasi norma Undang-U Informasi dan

Transaksi nik.

at dah pengguna media elektronik, dihar

bertanggung jawab den

Bagi peneliti s i ini dapa bih jauh melalui pengujian
empiris terhadap eksekusi dan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU -
XXI11/2024 dalam praktik penegakan hukum pidana. Selain itu, penelitian mendatang
disarankan untuk memperluas cakrawala analisis melalui studi komparatif antara putusan
a quo dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi lainnya terkait dialektika kebebasan

berekspresi serta pemenuhan hak atas reputasi, sekaligus memperdalam dialektika teoretis
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yang mengintegrasikan asas al- ‘adl, asy-syura, dan maslakah mursalah dengan doktrin-

doktrin hukum konstitusi Indonesia.
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